& Pem mm oz‘onomz cfc_ie_mb sering dianggap sebagai salab satu upaya dalam

- memajukan perekonomiar. daerap. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala
- y@z;gifbgms_dmmsi. Kajian Ermaya Suradinata di Jawa Barat menunjukian
-adanya kegagalan dalam bubungan kebijaksanaan pembangunan dengan

pelaksanaan otonomi di daerab tingkat II. Lebib jaub, penyebab kegagalan tersebut
adalab fakior motivasi manusia sebagai aparatur perencana dan pelaksana dan
- adanya gangguan dari luar yang mencakup kemampuan aparatur, keuangarn,,

" parisipasi-masyarakat, ebonomi daerab, demografi, administrasi dan organisasi,
Jakior geografis dan sosial budaya, agama, politik, dan pertabanan dan keamanan.

rah kebijaksanaan Pembangunan Lima tahun VI ditojukan
untuk mewujudkan otonomi daerah yang ‘nyata, dinamis,
serasi dan bertanggung jawab.! Masalah otonomi daerah
menjadi menarik untuk diperhatikan karena adanya tekad pe-
~ merintah untuk menitikberatkan pelaksanaan asas desentralisasi
© "di Daerah Tingkat (DATD) I1.2
.’ Persoalan dua kekuasaan pemerintah pusat dan daerah tidak
“akan pernah berakhir dan senantiasa akan berkembang terus se-
““lama ‘masih terdapat dim kekuasaan tersebut, Hubungan ke-
~kuasaan dan-Kerja terjadi karena dua hal yaitu: (1) sistem peme-
" rintahan Indonesia yang ‘bersifat kesatuan: (2) ditetapkan asas
desentralisasi yang mengakibatkan timbulnya suatu daerah oto-
- nomi. Di setiap’daerah dibeniuk organisasi yang merupakan
perangkat pemerintihan daerah dan sekaligus juga ada perangkat
pemerintah pusat yang bertugas berdasarkan asas dekonsentrasi.

Bewiemen Bfom Neges

i, Ermaya Sueadinata
7 labirdi Purwakarns,
Bulusent STIA TANRE dan’

Hubungan pemerintah pusatdengan pemerintahan di daerah dan

" juga hubungan antara pemérinizh ‘daerah tingkat 1 dengan peme-

rintah daerah tingkat 1l digambarkan dalam model ikonik: mag-
net dan medan magnet tata’ pemerintahan seperti terlihat pada

DOETOR-Eosial Polisil-cl
- Unidversitas Padjajaran.
.. . Sejak tabun 1972
Dosen Pasca Sarjana
UNEAD, STPDN dan

- PUSIEMEN HANKAM
Departewian Pertahanan
dan Keamanan RI.

EETIDAT T

1, LhatGBEN 1993 .

2. . ‘Tekad tersebult merupakan wujud nyaia pelaksanaan yang didasarkan pada
Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, Ketentuan pasal tersebut  secara bemahap
dikembangkan dan diolah' menjadi pokok-pokok pengaturan yang lebih operasi-
onal dalam berbagai perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya,
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GAMBAR 1 Model lkonik: Magaet dan Medan Magnet Tata Pemerintahan

Gambar tersebut menunijuk-
kan hubungan kekuasaan “dan
kewenangan hubungan kerja van
Sebeluit g:n;;r:;:it:a:; dilaksana?can olei81 peﬁ?enfgmﬁ
Dekonsentrasi dzn pusat terhadap pemerintah dael‘ah
Tugas Pembantuan dan_ hubungan kekuasaan ™
rintah - pusat terhadap. pemerintah
daerah tingkat 1 atau langsung
pada daerah otonom tingkat It
belum dan sesudah adang}a de‘m»
rokratisasi, dekonsentrasi ‘dan
tugas perbantuan.

Mekanisme hubungan peme-
rintah pusat dan daerah otonom
serta tugas pérbantan berlaitin
dengan kerja atau ikatan antara
instansi dan - pejabat, - yaita - hu-
bungan perangkat Pemerintah:Pu-

Sstelah:  Debirokralisasi sat dan Pemerintah Daerah; dalam
gzizzif:féfi PN pelaksanaan - otonomi daerah.
Tugas Pembantuzn Mekanisme hubungan daerah: pto-
nomi berinduk kepada sistem ru-
mah tangga daerah. Dalam sistem
tersebut terlihat kedudukan setiap
komponen dalam  penyeleng-
garaan urusan pemerintahan dan
penyelenggaraan - pembangunan,
Hubungan ini juga terkait dengan
~ susunan organisasi, kevangan dan
pengawasan.

Hubungan kebijaksanaan pem-
bangunan -~ dengan - .pelaksanaan
otonomi DA’I‘LE 1l menjadi. sangat

pentmg Apalagi dengan telah dxkeiuarkannya Peratura;
rintah Republik Indonesia No. 45 rahun 1992 tentang Penyelengw
garaan Otonomi Daerah dengan titik berat padz DATILIL Selain
itu, pemberian otonomi kepada DATI Il sebenarnya telah ditet‘lp*
kan 19 tahun yang lalu, yakni dalam UU No. 5 mhun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. i

Penelitian hubungan antara kebl;aksanaan pembangunan de-
ngan pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Barat ingin melihat 1.
Apakah terdapat hubungan erat antara kebijaksanaan pembangun-
an dengan Komponen-komponennya (berpedoman pada ketentu-
an yang ada, berorientasi pada kepentingan Umum dan masa de-

Interface

AT SETA SRl pernetahan Tsala yang el 2 Apakaler
dapat hubungan antara kebijaksanaan pembangunan dengan
komponen-komponen pelaksanaan Otonomi Daerah yang terdiri
dari fenomena Pokok, yaim kemampuan  aparalur, keuangan, par-
tisipasi masyarakat, administrasi; fenomena penunjang, yaite  geo-
grafi dan sosial budaya; serta fenomena khusus, yaitu agama, poli-
tik dan HANKAM dalam pelaksanaan otonemi DATI 11

&b
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- ?erwuj‘m%an memxmx Da@mh

: Indonem_ mem;hk1 karaktensmk yang berbeda serta potensx
‘sumber daya alam, manusia : dan budaya :yang. khusus di setiap
'vnlayahnya Pembangunan akan lebih berhasil bila pembangun-

Can wﬂayah dilaksanakan dengan mana]emen otonom sebagm
. smtem ‘dalam proses pembangunannasional.., . -
egi hukum, ‘penetapan . otonomi’ daerah merupakan

: p ses: ‘panjang sesuai’dengan dinamika sistem pemenmahan In-

~oed .Dalam mewu;udka.n pasai 18.UUD 1945, ‘perlama-ama
-odib ntuk: U No. 1tahun- 1945 temang Komite Nasional Daerah

: tefituan ' “Pokok - Pemerintahan . Daerah. yang berlaku se-

: ]a “langgal 23 Nopember . 1945, Kemudian pada tzhun 1948 di-
: _bemuk UU.:No. 22 ahun:1948.. Dengan terbentuknya Negara
" Republik Indonesia - Semkat di bawah ‘kekuasaan . Jkonstitusi Re-
publik Indonesia Senkat Undang-undang tersebut digunakan
di-negara-bagian dalam Negara Republik Indonesia Untuk melak-
sanakan ‘pengaturan -pemerintahan . di- daerahnya. :

s Dengan terbentuknya kembali .Negara Kesmuan Repubhk
Indones;,a ‘pengaturan tentang -Pemerintah di. Daerah terdapat
pada.; pasai 131.dan pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara.
Pasal ;131 mengmgmkan dibentuknya . Undang-undang organik
untuk. melaksanakan lebih Janjut Pemerintah Daerah, Namun UU
orgamk tersebutbelum . dapat. segera . dibentuk, -sehingga ber-
dasarkan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara, UU No. 22
tahun 1948 -masih . tetap berdaku, - Undang-undang : organik -baru
dapat: terrealisasi ‘dengan. - ditetapkannya UU- No.. 1. dahun 1957

yang: ‘mulai berlaku tanggal- 18 Januari-1957. Dengan berakunya

Undang—Undang tersebut: maka ‘UU No. .22 [ahun 1948 dan-UU
No.:. 44 tahun 1950 tidak berlaku lagi.

- Kembalinya . UUD: 1945 sebagai UUD Negara berdasarkan
Deknt Presiden tahun 1959 menyebabkan Undang-undang terse-
but perlu disesuaikan dengan sistem pemerintahan-negara yang
diatur oleh UUD. 1945, Undang-undang yang baru diharapkan da-
pat-meneruskan - penghapusan ‘daerah-daerah administrasi -dan
mengannt prinsip otonomi daerah yangg seluas-luasnya. Unwuk
melaksanakan maksud tersebut maka dikeluarkanlah UU No. 6
tahun 1959 Jo. Peraturan Pemerintah tahun 1963, Berdasarkan
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut 'maka penye-
rahan tugas-tugas pemerintah pusat-dalam bidang pemerintahan
umum, cperbantian pegawai negeri dan penyerahan keuangan
kepada Pemerintah Daerah mulai dilaksanakan. :

Pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 memerlukan Undang-undang
organik. Undang-undang -organik tersebut terpenuhi dengan

Berdasarkan
Undang -undang
dan Pemmmn
Pemerintab
zfe_r_sebut maka

. penyeraban

| tugas-tugas
Dpemerintah pusat
- dalam bidang

' pemenm‘aban '
umum,
perbantuan
pegawai negeri

- dan Denyeraban
 keuangan kepada
. Pemerintab

- Daerab mulai

_1'; dilaksanakan

TESIS e

dikelvagannya-Ull-No18-10hun-3965terang Pokok-pokok-Pe
merintahan Daerah, dan beraku-sejak 1 September 1965. Namun,
Undang-undang tersebut tidak dapat . dilaksanakan sebagaimana
nestinya, sehingga terjadi ketidakpastian dalam pengaruran mau-
pun penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keadaan tersebut
‘berakhir dengan keluamya UU No. 5 tahun’1974 tentang "Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah" yang berlaku sejak 23 Juli 1974.
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Otornomi

‘merupakan
subsistem

] dcm sistem
pemeﬂnmban
 nasional,
dengcm asas
desentmlzsasz
dzlaksanakan
secam bersama
dengan dua asas
lmmzya yaitu
dekonsentrasi

dan perbantuan

Dalam Undang-undang- tersebut tingkatan daerah otonom
dibagi menjadi dua tingkat daerah otonom. Penetapan dua ting-
katan daerah otonom ini untuk pertama kalinya diakomodasikan
terhadap undang- undang. Secara khusus pasal 11 UU ini me-
negaskan ketentuan titik berat otonorm daerah dlletaka et a
otonomi DATT I - i

Jiwa dan semangat yang~ terkanciung dalam UU No AL
hun1974; tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerahdike-
mulkakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indone~
sia*Nol 1V/MPR/1973, tentang Garis'Garis Besar Haluan Negara;
bahwa' * prinsip-prinsip pokok ‘pelaksaniaan  otonomi ‘ddefah
menganuit pelaksanaan otonomi daerah yang nyatw dan bertang-
gung jawab seria dapat menjamin perkembangan dan pémbd-
ngunan daerah. UU No. 5 tahun 1974 mengatur penyelenggaraan
di"Daerah sampai saat ini dan merupakan pengaturan otonomx
daerah yang melaksanakan asas desentralisast. i

“Prinsip otonomi bukanlah sistem  tersenditl. Otonomt “meru:
pakan subsistem dasi sistem pemerintahan nasional; ‘dengan asas
desentralisasi ‘dilaksanakan secara bersama dengan dua asas/lain-
nya, ‘yaitu dekonsentrasi dan perbantuan. Kebijaksanaan nasio-
nalidic seluruh wilayah negarma adalah mengikat dan harusidic
patuhi oleh daerah-daerah. Ini berasti kebijaksanaan pembangun-
an nasional "dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemeriniah
Daerah berhak menetapkan kebgaksanaan daerah sebagzu pen—
jabaran dasi:kebijaksanaan nasional. :

Perwujudan otonomi ‘daerahy ‘pada -DATI ‘Il tentunya akan
meningkatkan kinerja aparatur: Pemerintah “Daerah Tingkat 1l
terutama - karena ada kesempatan untuk secara aktif melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatin
pembangunan di daerah. Dalam rangka peningkatan pemerataan
kegiatan di daerah dan peningkatan ‘kemampuan segenap aparat
pemerintahan, diperlukan kesiapan aspek manajemen’ dan tmg—
kas Pusat.sampai Desa atau Kelurahan. :

Abdi negara juga harus menjadi-abdi masyarakat yang baxk
Untuk ity, ‘selain diperlukan kemampuan teknis operasional,
mentalitas ‘dari para® birokrat juga harus diubah agar kedudukan
sebagai mata rantai aniar rakyat dan pemerintah dan sebahknya
berjalan selaras. - SR

‘Masalah lain dalam pelaksanaan pemerinmhan adalah tam-
pang tindihnya kewenangan. Tumpang tindih kewenangan-ter-
jadi karena pejabat salah menafsirkan kebijaksanaan pemerintah,
Keputusan pemerintah diambil -hanya-untuk memperkuat ke-
wenangannya, padahal kebijaksanaan pemerintah tersebut dltu»
jukan untuk memecahkan berbagai masalah. G

oUd i hf:‘Ul]d?\.bci!lddil PUIa U Rl Udil Prases ud.id, & R Sl
laksanaan Otonomi DATI 1T merupakan suatu sistem administrasi
dalam asti kata luas. Sebagai suat sistem, administrasi meliputi
berbagai subsistern antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepe-
gawaian, kevangan, mareriil, linglkungan, kondisi sostal, dan juga
berkaitan dengan * faktor lain seperti geografi, geologi, demografi
dan lain-lain. Taktor yang sangai menentukan sistem administrast

68
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4 Berdasarkani’ prinsip Inrarln setiap “organisasi dari'Suam ke-
dinasan, kekuasaan dari yang lebih rendah ada di bawah peng-
awas' n'dan penguasaan yang lebih tinggi. Peémerintah dari suatu
otoritas” ‘memberikan kewenangan yang-ada ‘di- bawahnya ~ge-
hingga tanggung jawab mengaiur,” ‘miéngurus,” ‘dan memproses_
kégiatan dar “Urusan yang ' diterimakan menjadi tanggung]awab
kédinasan yang lebih ‘rendah 3 Tanggungjawab urusan ‘rumah
tangga daerah adalah urusan atau kegiatan pemerintahan yang
diserahkan ‘defigan ‘peraturan’ perundang-undangan’ oleh Peme-
tintah Pusat” kepada ‘Pemerintah “DATI T atau cleh Pemerintah
Daerah Tingkat'T kepada Pemerintah DATI I

“Kekuasiaan sering - bersumber pada ‘wewenang formal yang
membenkan wewenang “atau kelkuasaan kepada’ seseorang atau
suatl “fihak  dalam “suaty bidatig tertentu, Dalam’ hal demikian
kekuasaan ini bersumbeér:pada hukum; yaiu ketentmuan hukum
yang - memmberikan kewenangan- tadi, Mengingat bahwa  hukum

itu memeriukan paksaan bagi penaatan ketentuan-ketentuannya, Hubungaﬁ_ y
maka hukum ‘memerlukan kekuasaan bagi penegaknyad bubum dan
Hubungan hukuiit dan’ kekuasaan mengandung arti bahwa Jeeleuasczan '

hukum ‘membutuhkan kekuasaan untuk melaksanakannya dan
sebaliknya® dalampelaksandannya ‘kekuasaan tersebut: dibarasi
oleh hukum;‘Kekuasaan merupakan safah sata fungsx masyamkat

mengcmdung arti
babwa bukum

CTESIS =il

yang teratur'dalam wilayah tertenma; o : memburu b k‘;m
“iPemecahan masalah” pembagzan kekuasaan memeriukan R e!eu 515 aan ik
adanya ‘pendekatan organisasi, rnana;emen dan’ kebgaksanaan -
ciaiam ruang lingkup administrasi negara. - - ,, Welaksanaka”"y‘l
- Dalam ‘beberapa rumusan administrasi negara, bebempa hal . dan sebaliknya

penting dalam administrasi negara adalah unsur manusia, wjuan, 3 dalam
ke;jasama,-proses kegiatan, sarana dan prasarana. Dengan demi- pelaksanaannya
kian, adminisirasi negara merupakan seni dan ilmu manajemen hebuasaan
yang diterapkan pada unsur-unsur tersebut.

- ‘Pendekatan melalui organisasi di masyamkat yang satu de- | fersebur dibalasi
gEit f”"“"}&%}%@%”gxﬁ HE } ;.xuajua. B 1_:3 dasegantoch TERETT korgeks olelr-bulem

3 Tlha[ Talrott Pzrsons Edward Shzls Kasper, DN and Jesse, R P Theories of
Society Foundatibn of Modein Soczaiamca! Theory, (New York: The Frec Press, A&
division of Macmitian Publishing Co. Inc. L1969, hal. 629,

4. -Mochtar. - Kusumzatmadia, - Hubum, Masyaraokat dan Pembmaan Hukum
Nasional, (Bandung: Binacipia, 1976, hal. 4. :
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Proses politik
dalam sisiem
kekuasaan
administrasi
negara,

di antaranya
berupa tuntutan
dan kebutuban,
sumber daya,
dan masyamkat
- mungkin tidak
' relevan atau
bertentangan

| sam dengan
Zamnya

dan perspektif manusia dalam masyarakat tersebut. Rangkuman
definisi organisasi adalah sebagai berikut:> 1. Organisasi adalah
integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah Spesmhs
vang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah dlsepakau
{Victor A. Thomson); 2. Organisasi merupakan sebuahisisrem
yang memaksakan koordinasi kerja antar dua orang atau lebih
{Cester . Barnard); 3. Organisasi adalah suan: sistem yang ] b ke-
lanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam -Macam dan ter.
koordinasi. berupa pemanfaatan, perubahan dan  penyatuan
segenap sumber-sumber manusia, materi, modal, gagasan; dan'
sumber -alam vnmuk memenuhi suatu kebutuban manusia
interaksinya dengan sistem-sistem kegiatan manusia dan Surnb i-
sumber yang lain, dalam suatu lingkungan tertentu (E. W}ght
Bakke).: :
© Definisi organisasi lersebul mencerminkan ke:erpaduzm ber—
bagai aspek dalam lingkup suatw organisasi secara. sxstematik
Sedangkan manajemen pemerintahan dan kebijaksanaan daiam
lingkup, Administrasi Negara merupakan suatu sistem dan.. _
kajan kegiatan tindakan unmk mencapai hybungan kerjasa a
rasional dalam suatu sistem administrast. ! :
Walaupun berada dalam satu sistem mana;emen pemen' tah~

berdasarkan [mgkatan Tingkatan tersebut merupakan _fg_ggs;
manajemen pemerintahan nasional vang terdiri dad .tiﬁgkat
pusat dan daerah baik Pemerintahan daerah Tingkat I maupun
Pemerintah DATI I1. Pama ahli Administrasi Negara telah meletak-
kan dasar fungsi perumusan kebijaksanaan @ negara sebagai
bagian yang sama penting dengan fungsi pelaksanaan kebi_jak~
sanaan negara. :
Administrasi Negara mempakan bagian dari proses pohtik
Proses politik dalam sisiem administrasi negara mencakup .sejum-
lah lembaga dan kegiatan politk dalam masyarakat. Proses poli-
tik merupakan masukan yang terdid dad kebutuhan masyarakat
maupun negara, aspek sumber daya manusia dan alam, serta:as-
pek peran serla masyarakat, merupakan faktor pendukung pen-
ting. Kebutuhan timbul karena respon individu atu kelompok
manusia terhadap peristiwa atau -situasi dan kondist -dalam
lngkungannya dan mereka berupaya untuk mempengarubi
proses pembuatan kebfjaksanaan negara. Kebunihan dan tuntui-
an tersebut bersumber dari dalam sistem administrasi negarm,
misalnya dari aparatur birokrasi atau pejabat pemerintahan. :Se-
dangkan sumber dari luar sistem administrasi- negara adalah
anggota masyarakat, kelompok kepentingan dalam bisnis dan se-
bagainya. Proses politik dalam sistem kekuasaan administrasi

flegars; i aRE Ty - erapy - raen T dar e bari suribe
daya, dan masyarakat, mungkin tidak relevan atau bertentangan
satu dengan lainnya. Karena itu diperlukan pengaturan terhadap
pihak-pihak yang terlibat sehingga kepentingan umum dan ke-

5. - Dalam Nicholas Henry, addministrasi MNegare dan - Masalab-masalab
Kenegaraan, Ierj. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hal. 71-72.

7%
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L 'penr_mgan negaza dapat terakomodas1 dengan baik. Proses poli-

- “tik dalam sistem administrasi negara meéliputi-badan legislatif, ek-
- .seku' Yudlkauf “partai- pelitik,” tokoh  ‘masyarakat, -anggota
struktur birokrasi,. ‘prosedur, - lembaga “tertinggi ‘dan

tik: dalam Sistem :Administrasi Negara merupakan suatu
! 'atau ‘proses mengubsih-dari ‘masukan ‘menjadi. keluaran
enial dengan istilah kotak hitam (the black bosd.
utusan pemenntah ‘berupa kebijaksanaan pembangunan
: : pelaksanaan otonomi-daerah - tingkat Il -mengandung
T :_’:konsekuensr. baik posmf maupun. negaaf dan’tidak 'diharapkan
€ _enntah Faktor lingkungan: bempa keadaan :sosial, eko:
'.noml?"polmk ‘geografi,. demografi, alam -dan keamanan ‘selain
berpengaruh . terthadap masukan pengaruh lingkungan juga da-
pat;;mewarmnai . proses rpolitik-secara - kuantitatif - dan kualitatif,
dan. -berpengaruh “terhadap kelancaran proses politik untuk
E menghasﬂkan ‘keluaran. Dalam:pelaksanaan politik -daerah
. tingkat II, pengaruh lingkungan terhadap keluaran bisa berdam-
*pak: positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif tersebut
-merupakan umpan “balik : yang akan dipestimbangkan (dipakai
ataustidak) sebagai masukan daiam proses pengambilan !«.epu—
tusan: pemerintah.
+Sumber: -alam dan- sumber Iam akan semakm Eangka Antisi-
pa51 terhadap ‘kasus ‘tersebut selalu-diliputi: oleh ketidakpastian,
nilai-nilai - yang ssaling berbenturan dan’ nilai-nilai baru selalu. di-
anggap lebih superior danpada nilai lama. Kesulitan keterpaduan
keputusan disebabkan- adanya. perbedaan kepentingan. Hal ini
menjadi tantangan bagi para pembuat kebijaksanaan negara. Arti-
nya, kebijaksanaan harus menyentuh kepentingan dan’ kebutuh-
an rakyat secara ‘adil, berdampak positif dan diterima masyarakat
dengan baik. Kebijaksanaan merupakan rangkaian usulan dari se-
seorang; kelompok. atau pemerintah dalam svans lingkungan -ter-
tent: yang  menunjukan ‘hambatan -dan kesempatan terhadap

usulan: kebijaksanaan - tersebut dalam mngka mencapm tu;uan yang akan
d:pemmbangkan
| sebagai masukan
- dalam proses

. pengambilan

© keputusan

' pemerintab

vang telah ditentukan ®:

Kebijaksanan negara beram kebgaksanaan yang dxkembang—
kan oleh badan-badan atau lembaga atau pejabat pemerintah.’
Dari beberapa pengertian kebijaksanaan, khususnya kebijaksana-
an.negara.dalam melaksanakan pembangunan dapat datank gam—
baran bah"wa keb;;aksanaan it mehpuu :

1 Be;pedoman pszda !eez‘emuan yczng ada ' aE
+Padaumumnya proses  kebijaksanaan memperhitungkan
ketenwan-ketentuan yang mendasar. - Dari alternatif-altenatif

cgara, s;kap penlaku pembuatan keputysan-dan sebagm-'

“ Dalaim

pelaksanaan
politik daerab
tingkat II,

- pengarub

© lingkungan

. terhadap leeluamn
« bisa berdampak

poszt;f maupun
negatif. Dampak
positif dan negatif
tersebut
merupa!ean
umpan balik

TESIS -—-—— e

yarng adsKenudinn dipiliiT Uk T aieupkan sehaga Kebiak:
sanaan.pembangunan. Setiap kebijaksanaan pembangunan yang

6.7 Carl'y. I‘:f:xdnck Mma and His Governmeni, (New York: McGraw HIH 1963),
hal:: 79, B

* James E. Anderson Public Policy Making, (New York: McGraw Hill, 1079,
ha! 3.
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Kebtj’dk&q_ﬁédiz

pembangunan
yang berorientasi

pada Ieepen ingan
umum dan masa.

depan bennaksud
o membemleom
pelayanan rerbaz}e
kepada
masyamiaat

Hal ini

. merupakmi

Sasamn yang
bczrus dzcapaz

dan menjngfeau
sermta orang
dalam mczsyamlaai

statusnya -sama dengan undang-undang, mendapat penetapan -

dari Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disahkan oleh Peme-
rintah-dalam hal ini Presiden. Kebijaksanaan pembangunauyaﬁg
berstatus. sebagai Peratuman Daerah, mendapat penetaparny dar
Dewan- Perwakilan -Rakyat  Daemah dan Kepala ‘Daerahs ungik
DATI I oleh Gubemnur dan DATI II oleh Bupati ‘atau ‘Walikots.
Pengesahan Peraturan Daerah dilakukan oleh Menteri 'aiei:in
Negeri un{uk Peraturan DATI T dan Gubemux un{uk Pera ran
DATILIL: o i
}xebxjaksanaan {ertuhs dalam konsiderannya selalu menim-
bang dan mengingat serta memperhatikan ketentuan yang ber-
laku sebagai dasar keputusan untuk menetapkan suatu kebijak-
sanaan. Kebijaksanaan pembangunan pada umumnya dipandang
sebagai kewajiban dan secara hukum dibenarkan untuk dipawhi
oleh masyarakat, sekalipun ada yang kurang sependapat. Namun,
hanya kebijaksanaan pembangunan yang disahkan’ oIeh pemenn-
tah yang sebenamya berhak :ditaati. o '

2. Berorieniasi pada-kepenrmga?z umum dan masa depan
Kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepen-
tingan umum dan masa depan bermaksud untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini merupakan sasaran
yang harus dicapai dan menjangkau semua orang dalam masya-
rakat. Istilah kepentingan umum dan masa depan berimplikasi
penting dalam membuat kebijaksanaan pembangunan. Gambaran
tentang kepentingan umum dan masa  depan diyakini oleh:pe-
rancang kebijaksanaan- pembangunan, sehingga kemungkinan
berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijaksanaan.
*Variabel masa depan pada umumnya tidak - pasti’ Karena i,
kebijaksanaan cenderung dirumuskan dalam fstilah . atau penger-
tian yang sifatnya elastis; supaya dapat berlangsung, maka selalu
disesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi. Kecenderungan:ini
seringkali disebut dengan perubahan kebijaksanaan secara sedikit
demi  sedikit dalam “rangka meningkatkan “kemampuan::daya
ramal dengan mengubah secara kecil-kecilan Eerhadap kebi}ak«
sanaan sebelumnya

3 Simtegz pemecaban masczlab yang ferbaz}e

“Pembuatan  kebijaksanaan pembangunan memungkinkan
diambilnya tindakan tertentu baik yang bersifat eksternal maupun
internal dan dapat menimbujkan perubahan tertentu pada pem-
buat kebijaksanaan: pembangunan maupun pada masyarakat
Karena it -kebijaksanaan pembangunan mempunyai variabel
strategi dalam mencari pemecahan masalah yang terbaik dard ber-

bagar alternatif. Suategi pemecahan masalah merupakan pengam-
bilan keputusan yang menyangkut ~masalah kemasyarakatan
yang sangat penting. Pemecahan masalah yang terbaik sangat
dibutuhkan oleh pemerintzh untuk memberikan pelayanan ter-
baik kepada masyarakat. Dalam operasionalnya, kebijaksanazn
tersebut ditujukan kepada aparatur pemerintah dalam bentuk tin-
dakan terientu atau arahan unwk melakukan tindakan, misalnya
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keb1;aksanaan yang mengganskan tentang perlunya penghemat—

. '_meiekat dan chs1phn Keb;;aksanaan tersebut.dapat’-menarik sim-
- pati dan’’ partlmpaszt masyarakat:dalam- proses: ‘pembangunanidan
: pemenntahan Upaya: pemenntah ‘dalam strategi - pemecahan
. magalah dxmaksudkan ~untuk mewujudkan kebuaksanaan sebaik

- pembangunan dengan - pelaksanaan’ otenbim daerah nng}-.at 1E;
pengelﬁan desentrahsasx “harus: dipahami:- Descntra113351 adalah:
juga suatu sistem untik mewujudkan azas demokrasi, yang meni-
“berikan' kesempatan': kepada mk:yat uniuk ﬂcut ;serta dalam
pemenmahan negara.?: s s :

- trasit ;(deconcem‘mtze) atau . ambielijke - decentralisatie, vaitu - pe
hmpahan ‘kekuasaan - dari - alat perengkapan. ‘negara tngkatan
‘lebih atas: kepada bawahannya guna melancarkan:‘pekerjaan
dalam ‘melaksanakan ‘tagas pemerintahan, misalnya- -pelimpahan
kekuasaan ~dan : wewenang :Menteri kepada : Gubemur, . dari
Gubemur kepada Residen dan seterusaya; 2. “Desentralisasi keta-
tanegaman (staatkundige. decentralisatie) . atau -disebut juga: de-
sentralisasi. politik; . yaitu::;pelimpahan : kekuasaan perundangan
dan -pemerintahan (vegelende : besiurende. bevoegdhbeid) - hepada
daerah-daerah : ‘otonom - dalam lingkungannya. :

Desentralisasi ketatanegaraan terdivi dari dua fracan, yaziu
desentralisasi teritorial dan desentralisasi. fungsmnal ? Desentral-
isasi teritorial d_apat dxbag1 menjach dua ; macam bentuk’ ‘otonomi
dan Medebewind atau Zelfbestuur. Tstilah' otonomi’ berasal dari
bahasa Yunani (autos=senditi; nomos=undang-undang).yang ber-
arti-'perundangan sendini”:(zelfweigering). Tapi dalam perkem-
bangan :sejarah-di Indonesia, . otonomi selain_mengandung - arti
"perundangan’: (regeling) mengandung pula arii. "pemerintahan®
(bestuur) - "Medebewind”  atau "Zelfbestur® - adalah.. pemberan
kemungkinan. kepada -pemerintah yang-lebih tinggi' tingkatnya
untuk meminta ‘banwan :kepada pemeriniah yang . tingkatannya
lebih rendah. dalam menyeienggamkan tugas..atau -kepentingan
yang tidak termasuk dalam urusan- rumah tangga daerah yang
diminta bantuan tersebut,

~Pendapat; tersebut . mas;h kurang Iengkap ka;ena ada -de-
sentralisasi - lain--yaitu -desentralisasi - moral .dan - psikologikal.
Keduanya:diperlukan dalam melaksanakan desentralisasi yang

an ‘dan’efisiensi dalam- tabuh o ‘organisasi pemerintah, pengawasan.

Desentralisasi
. adalab juga

S Sistern
gt
mewjudban .
azas démOkragz') i

| yang memberikarn
. kesempatan
kepada rakyat
‘unituk ihut seria

dalam i
pemerintaban

L megara

baik.. Karena.itiptonemi-bail -pada-daersh-tingkat-] PREG N
tingkat I1-berarti -dengan inisiatif sendid dae;ah tersebut. meng-
urus rumah tangganya dengan mengadakan peraturan _dae; ah

8. Dalam RD.H, Koescemahatmadija, Pengantar ke Arab Sistemn Pemerintaban
Dasrab di Indonesia, (Bandung, Universitas Padjajaran 19733 hal. 3.17,

9. Jbid.hal .18-25.

PRISHA 4, Apeil 1995, 73,

TESIS ~me




Debirokratisasi
mandjemen
pemeriniaban
daerab otonomi
- adalab
suatuy beniuk
pemberian
- urusan
Pemerintab Pusat
kepada daerabh,
yang diterapkan
dalam
lingkungan
aparaluy
pemeriniaban
atau aparatur
negara dalam

proses ofonomi |

yang tidak bertentangan dengan pemiumn lain yang lebih: mnggl
derajatnya,

Untuk menjamin prinsip akiuahsaa keterpaduan peiaksanaan
pembangunan dengan' pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat I,
maka proses pengambilan kebijaksanaan pembangunan perlu-di-
kaji secara integralistik dan manfaat dengan pelaksanaan taha-
pan otonomi DATI I Dengan demikian, proses olonomi DATLI
terdin dari dua tahap; tahap pertama berupa masukan varabel
kebijaksanaan pembangunan dan otonomi Daerah Tingkat 11; ke-
mudian diproses berdasarkan pemberian kekuasaan pemerintah
atau Pemerintah Daerah Tingkat T kepada Pemerintah DATI H
dan menghasilkan birokrasi, yaitu menjalankan fungsi sécara
terikat pada aturan dan berjenjang dengan tujuan utama. agar
fungsi dapat berjalan efektif dan efisien. ;

Debirokmtisasi manajemen pemerintahan daerah otonomi
adalah suatu bentuk pemberian urusan Pemerintah Pusat kepada
daerah, yang diterapkan dalam lingkungan aparatur pemerinmh-
an atau aparatur negara dalam- proses otonomi. Debirokratisasi
dicirikan dengan adanya pemegang kendali, s€cara sentral; ter-
laksana dengan bantuan perangkat, adanya peraturan yang
mengikat dan adanys wilayah/daerah serta pendistibusian ke
eselon yang lebih rendah. Berdasarkan landasan tersebut, kegiat-
an dan program Pemerintah yang dilaksanakan melalui ‘sistem
birokrasi harus senantiasa berorientasi kepada pemenuban kebu-
tehan rakyat. Hal tersebut logis karena menurnat ilmu Adminis-
tasi Negara dan Ilmu Politik, manusia atav rakyat (penduduk)
mempakan saiah satu komponen esensial dari suawa negara '

Hubungan Kebijaksanaan Pembangunan dan
Pelaksanaan Otonomi Di Daerah Tingkat 11 .

" Pelaksanaan otonomi daerah tingkat 11 di Propinsi Daemh
Tingkat 1 Jawa Barat dilatarbelakangi- oleh keadaan daerah
berikut ini: ‘1. Beberapa daerah tingkat 1T mempunyai wilayah ter-
lalu loas, sehingga ada wilayah yang belum terjangkau oleh
pelayanan aparat pemerintah secara efisien serta kegiatan pem-
bangunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik  oleh
aparat pemerintahan; 2. Ada daerah tingkat [I yang mempunyai
wilayah relatif sempit tetapi memiliki jumlah penduduk banyak;
3. Ada daerzh tingkat Il yang mempunyai kepadatan penduduk
relatif jarang, sehingga potensi wilayahnya belum dapat diman-
faztlcan secarma optimal; 4. Beberapa Daerah tingkatr II masih
belum memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang
cukup untuk melaksanakan prinsip otonomi, dinamis dan ‘ber-

tangoung@awab; 2. Ada DeDEripd dGderall ungkal I yany el
mempunyai potensi untuk sumber pendapatan daerah, namun
betum digarap dengan iebih baik.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Barat No. 8 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 1989/1990-1993/
1994 dikemukakan bahwa: 1. Peningkatan pelaksanaan asas de-
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" sentralisasi. dalam rangka memjudkan otonomi; daerah yang
ertanggung;awab terutama, di. daerah tingkat II di-
cara, simultan dengan. peiaksanaan asas dekonsenirasi
s tugas pembantuan; 2. Peningkatan mutu dan- penda-
aparatur, pemerintah serta peningkatan disiplin dalam
ningkatkan | pelayanan : kepada masyarakat serta
ggaraan *pemenntahan dan  pelaksanaan pembangunan
be daya guna dan berhassl gung; 3, Pemngkatan

la Dasar Pembangunan Daerah tersebut tertfuang dalam
: }awa Barat 1989/90-1993/94.yang- menjadi landasan
edoman seluruh apast pemerintah dan semua yang terlibat
' kegiatan, pembangunan. . :
. bar.Z memberikan gambaran. kond:m aparatur Pemerin-.
: l:ah Daerah di Jawa Barat. Terlihat bahwa sebagian besar aparatur

' iri. dasi. pegawaz goIongan II dan hanya sedikit go-

'longan IIf ke atas. -

G&&BAB :g.. ?rqp_r_;_r_s[ﬁmangaa:iéégaﬁai_Pem_erjntah Baerah _Ja_wa'_ila__;ai W

*bpkuenal
W

Sukahumi Bandung GCirebon Tasikmalaya
7 ey 2 6
B 27 - B A2
2 1 4 2 3
1 0 1 1 ]

Kabupaten

LT goie

Gol 3

Tampak adanya perbedaan proporsi golongan pegawai pada
setiap kabupaten.-Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Subang dido-
—oiRinasi.neganaigolongan.l.-Sedengkan-Kebvoatenr-Lebale-Peary
dung, Cirebon-dan Tasikmalaya didominasi pegawai golongan 1.
Tidak-ada ssatupun pegawai golongan IV di Kabupaten Bogor,
Sukabumi, Subang, Cirebon dan Tasikmalaya. Secara keseluruhan
bentuk proporsi pegawai pemda-di Jawa Barat mendekati model
lonceng. Menurut .beberapa .ahli model . tersebut - mempakan:
model ideal uniuk sistem organisasi.
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Proses pelaksanaan roda pemerintzhan, pembangunan ‘dan
pelayanan kepada masyarakat ditunjang oleh rasio jumlah anfa;
pemda dengan penduduk kabupaten tmgkat II sepem tefcanuIm
pada fabel 1 '

Rasio yang baik adalah berkisar’ n-
rara 1:200 sampai déngan’1:400. Dari ta-
“bel tersebut hanya duz daerah yang me-
ST © menuhi kriteria baik, yakni Kotam: dy‘a'

Kabupaten/ Jumilzh Jumigh 7 “Rasio” 7 Cirebon dan Bandung. Jadi; mungk

- TABEL 1. Perbandingan Jurnlah Pegawal Pemerintah Dae;fah T“ngkat I,
. Kabupatanﬂ(etamadya Daasah Tingkat ||

* Kotamadya Pegawal Pendudle e tribusi pegawai di Jawa - Barat

bk 1757 arses | 4y [ReIata aiau banyak pegawal yang b
' Begor 3360 3736079 tarn  ja di‘kom-kota besar. Hal ini waja _
Sukabumi 2758 t4g282° - o - 1:671  dihubungkan ‘dengan ruang hngkup
Subang 1874 1208664 1 L B pelavanan  masyarakat perkotaan-yang
g?;‘;‘;:ﬂ Z?gg zggﬁlég 1:3?; lebih Tuas dan beragam jenisnya: Masih
Tasikmalaya 3860 1814357 . 1: 478 tingginya rasio pegawai terhadap pendi-
— : — ‘duk di daerah tersebut mungkin ‘sébagai
Jumizh 22843 vireed . 156 akjbar jumlah pegawai yang memang

kurang atau kehidupan perkotaan fyang
belum semarak.

Gambar 3 menunjukkan kondisi komponen dar keb;;ak—
sapaan pembangunan yang diolah dengan metode tabulasi
frekuensi. Terlihat bahwa Kebijaksanaan Pembangunan () mau-
pun komponen-komponennya (berpedoman pada ketentuan
yang ada (x1), berorentasi kepada kepentingan umum dansmasa
depan (x2) dan strategi

GA%&B@# 3 kundisi Kempenen Kebijaksanaan di Jawa Barat pemecahan masalah_. yang
300 terbaik (x3) termasuk da-
250 ; lam:kategori 2 atau ber-
200 . e, klasifikasi sedang.& Aspek

' Kebqaksanaan pemban-
150 =
gunan yang berklasifikasi
i buruk (1) lebih besar, dari
50 yang berklasifikasi k
L (3). Hal ini mungkin:me-
: 1 2 3 I
_ rupakan sumbangan “dari
K I o 2 komponen x3 yang mem-
x2 1t 100 13 . L
«a 28 a3 9 punyai skor tertinggi da-
X 20 88 1§ lam kategori 1. Dengan
krata lain, komponen stra-
%1 x2 % -8 ¥ tegi pemecahan masalah

mungkin masih men]adl
faktor pembatas dalam merumuskan kebijaksanaan.
Menurut para pakar administrasi, strategi pemecahan masaldh

mrertpaRaT oo TRy e P AN R ORI e
nen lainnya dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan
Hal ini tentunya mempeskuat dugaan akan adanya kelemahan
dalam menyusun strategi pemecahan masalah ketika proses pem-
buatan suaw kebijaksanaan pembangunan berlangsung. Keber-
hasilan dalam menyusun strategi pemecahan masalah ditentukan
oleh aparaturnya, terutama pemimpinnya. Laju perubahan sosial,
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ng (y2) dan fenomena kh _ f'
i 2- tau klasxﬁkas: sedang Aspek’ peiak-

_n’fenomena k}msus (agama polmk dan

_ GAMBAR 4. _Kond|3| Komponen Pel_aksanaan Dtcnom! Baerah Tingkat 1l di Jawa Barat

TESIS ——s

o

Son 1 atau klas1ﬁkas1 bu-.__..:'_'_'”f209. B S v
ruk Eemya:a ndak menyf.‘—_ ) 1 50

=180

:50
velatif nnggl"dibandmgkan' £ : e
dengan kategon Iamnya e
Tampaknya “faktor geo- :é -
grafis dan sosial budaya | ;5 | g5 107 no
(fenomena - penunjang) | x 2 i3 e

:yang bumk tidak mem-
pengamh1 “'pelaksanaan’
otonomi*‘daerah. “Padahal -~ -
faktor geograf; dan ‘sosial budaya mempakan fakror chnarms yang
‘selalu’ mengadakan perubahan kecil “‘mnaupun perubahan besar

v ey

W“‘“‘“‘%é*ﬁ‘i‘i’i‘ﬁ““bﬁmaapms; aengan keadaan Hngkungan  sekiiarmya.
] ‘Mungkin efek burok dari kondisi geogiafis' dan sosial budaya
pada saat ind bukan merupakan komponen dari pelaksanaan oto-
nomi da'erah atu kemajuan tekno‘ogz d1 }awa Barat khususnya

10 Da?am AD/ Tampe Kepem:mpman (jakarta ?'2" Gmmedla Asri Media, 1987)
hal. 354385
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telah berhasil menetralisiz atau mengurang: pengaruh bumk dari
faktor tersebut o

. Sementara 1tu para pakar admmlstram be1pendapa£ _
fenomena khusus mempunyal kedudukan yzmg lebxh penti

nen secara bersama-sama dapat be:hubungan dengan aspeknya
(kebijaksanaan pembangunan atau pelaksanaan otonomi.
tingkat ). Efek suatu komponen dapat memperkuat au,
mahkan efek komponen lainnya.
_ Dari tabel 2 {erlzhat bahwa ke' ’ga
pek kebx}a}xsanaan pembangunaﬁ'bei—
‘hubungan lurus secara nyata dengan ke-
— _ A bljai«.sanaan pembangunan. Hub gan
Kemponen x1 x2 3 Totd (9 masing-masing aspek tersebut bersifat
' .mandiri, artinya tidak tergantung “pada

TaBREL 2, Eisk Langsung dan Tak Langsung Kemponen Kebijaksanaan
Pambangunan .

x1 0,7046 4,0480 90457 - .0,7983 .
2 0,0850 0,276 0003 - . 04733 ada tidaknya komponen lainnya D{g-
€3 0,0885 -0,0078 0,4700. -0,5307 ngan kaia lain udak Eeqadl koliniea 23
%Y o ———————  antar komponen. Padahai Kebx;aksanaan
t = korelasi kompsnen dengan kebijsksanaan pef?bang!unan . . | . pembangunan mempa;\an Slstem ahnan

: komponen- komponen yang terpadu ke

arah yzmg sama, sehmgga seharusnya ada keterganmngan amam

. komponen-komponen tersebut. Hal ini menggambaxkan '_
sistem manajemen pemenatahan di Jawa Barat. belum ber}alan se—
cara terpadu dan sinergistik. Kondisi ini mungkin dlsebabkan oleh
egoisme sektoral dan struktur birokrasi pemerintahan yang dilak-
sanakan masih berlebihan, belum sesuai dengan struktur yang telah
ditetapkan. Suatu kebijaksanaan harus mengun-

TABEL 3. Perternuan Resmi Gubernus KDH Tingkat | Jawa Barat tungkan pihak mayoritas dan mengupayakan
ﬁangaﬂ instansmnstanm mhtm 1983?1984 -1988/1988 o _ __keruglan yang minimal pihak minoritas, Ten-

T R =~ ~tunya ‘bentuk kebijaksanaan seperti ini masxh
lnstans: Frekuensi

: langka karena tidak mudah dibuat. :
Pimpinan DPRA Tk. | 13 Selain itu, suam kebqaksanaan seyogyanya
Unsurtf&uspi‘da 19 ditentukan atas dasar pertimbangan menyeiu-
Instansi Vertikal Tk. | 23 ruh dari segernap aspek yang terlibat melalui
BETIAP ASpEK yang

instanst Otonomi Tk. | 232 lak d
Setwilda Tk, | 351 suatu koordinasi. Pelaksanaan koordmaa i
instansi Pemerintah Wilayah Bawahan Jawa Barmat salah sawunya dilakukan --n_le_iaiui
(Pembanti: Gubemur, BupatiWali Kotamadya, pertemuan resmi dan konfirmasi antarg . Guber-
Walikotalif dan Camal) : 281 -nur dengan dinas/instansi/lembaga/badan yang
Instansi DAT! | {Badanfembaga dif) 273 . . R
BPD g - ada. Tabel 3 ‘menyajikan frekuensi pertemuan

TSI GUEEHIUT RO THgRAT T TaWa L BaTit
Sumber: Seiwilda Tingkat { Jawa Barat L dengan Instansi-instansi dari tahun 1983/1984
sampai dengan tahun 1988/1989. Secara kuanu-

tas, frel«'uensz pertemuan tessebut memang terlihat sudah.me-

madzu. Hanya saja aspek kualitas dari pertemuan tersebut masih

tidak terlihat. Kualitas pertemuan sangat erat kaitannya dengan

faktor manusianya. Mungkin faktor sumber daya manusia-inilah
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| yang menyebabkan txdak adanya ketergantungan antar kompo-
:-nen kernponen kebq&ksz’ fiaan pembangunan d1 atas; J1ka faktor

TESES ———

."hngsung 'dan Eak langsung ke’ " TABEL 4. £fek Langsuny dan Tak Langswng Kabuaksanaan Pembangunzn dan Komponen

-bl;aksanazm pembanganan’ de-: Pelaksanasn Gioaema Dasreh &

" ngan pelaksanadn otonomi

y3 Total {1}

daerahi: Terlihat -bahwa: koeﬁ—'_';_-;l’-{?*.":p‘}"a“ N . LR y2
sien korelasi :dari komponen 'y . ouisarz 0082925 005221738
‘Pelaksanaan otonomi daérah.  y1 000000684 056824834 013110632
(yLy2 dany3) hampir sama © #2000 - 000000708 037227774 - 043297991
7 h - Y3, . .. -DU0000T44  01EG3307B . 0,18743701

besar denganikoefisien jalin- . .

-6,00780845  “D,00631
010435158  8,80441
013793526  £,74319
031863078 0,69940 .

nya. Hal ini berarti masing-ma-- - ;. Korelasi kamipanan dengan pefaksanaan otenomi daersh
Sing komponen pe!aksanaan ~ angka yang terietak peda garis disgonal marupakan efek langsung

.. otonomi_daerah berhubungan atau kosfisien jaiin

secara mandiri dengan pelak-
sanaan otonomi daerah. Sementara ifu, tampaknya pengaruh tidak
langsung kebijaksanaan pembangunan (%) lebih besar dari efek
langsungnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dengan .. -
demikian hubungan komponen-komponen pelaksanaan-otonomi
daerah dengan pelaksanaan otonomi daerah ditenitukan oleh efek
langsungnya; sedangkan hubungan antara kebijaksanaan pemba-
ngunan dengan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh efek:__
tidak langsung. Kekuatan fenomena pokok (y1) dalam menen-
tukan pelaksanaan otonomi daerah ke arah positf dapat menga-
lahkan kekuatan fenomena penunjang dan khusus yang meng-
arahkan pelaksanaan otonomi daerah ke arah negatif.

Penelitian pengukuran kemampuan daerah  tingkat 1f dalam
rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan:bertanggung awab
tahun 1991 ‘menunjukkan skor tertinggi  untuk: fenomena pokok
diraih oleh kotamadya Bogor Bandung dan Cirebon.” Dengan re-
latif berkembangnya sektor industri dan jasa di-daerah tersebut,
maka keeratan fenomena pokok dengan pel ksanaan otonomi -
daerah secara tak langsung merupakan akibat dari memngixamya_. :
kontribusi kedua sektor tersebut. Sejalan dengan proses pemba- " w5
ngunan, maka efek negatf dari kondisi geogrﬁﬁs" dan sosial.
budaya (fenomena penunjang) dapat-dikurangi ‘engan--'p:e;_}

Ngunan sarana aln-unlasdan telekomunikast.
Berdasarkan pengujian korelasi, [4;}1pdkny__:':hubL1ngqn neint .

pelaksanaan otonomi daerah dengm komponen- komponennya' i

dapat diterima secara ny'zta Tetapi hubungan antara kebijaksanas

11, Dalam A.D. Timpe, Memolivesi Pegawai, (Jakaria: PT. Gramedia Asri Media,
1991, hal. 12,
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an pembangunan dengan pelaksanzan otonomi daemh tidak da-
pat diterima secara nyata. Hal ini menunjukkan pelaksanaan oto-
nomi daerah tidak ditentukan oleh kebijaksanaan Pembangungn
Tentunya ini merupakan indikast bahwa kebijaksanaan masih -
dak dapat diterapkan atau walaupun secara teori baik tetap; pada
prakleknya tidak relevan atau berlaku.

Proses pembuatan kebijaksanaan pembangunan menyerupag
proses perencanaan yang pada hakekainya merupakan sintesis
intelegensia dari pengetahuan masa kini dan pengalaman Masa
labu. Jadi unsur manusia yang menjadi pusatnya. Dengan meng-
gunakan kerangka teori Maslow mengenai kebumihan, maka
hubungan kebijaksapaan pembangunan dengan pelaksanaan
otonomi daerah terfokus pada kebutuhan fisiologis dari pegawai
pemeriniah daerah. Dengan kata lain, apakah formulasi pengga-
jlan pada saat ini sudah memenuhi syarat hidup yang-layak.
Dengan demikian penyebab kegagalan hubungan antara kebijak-
sanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi “daerah
adafah: pertama, faktor motivasi manusia sebagai aparatur peren-
cana dan pelaksana; kedua, gangguan faktor luar seperti feno—
mena pokok, penunjang dan khusus.e ;
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